WALIKOTA SINGKAWAN G
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

. PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

'NOMOR 9 TAHUN 2015 -
' TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSAINA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang : a.

- Mengingat

_ PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIN GK.AWAN G

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' WALIKOTA SINGKAWANG

_bahwa 'dalarn' _ ré'n'gka memngkatkan akse31b1htas,
'- keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat perlu adanya pengaturan Pusat Kesehatan
: Masyarakat o

.. bahwa Peraturan Wallkota Smgkawang Nomor 11 Tahun
2008 tentang.Pembentukan ‘Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana -Teknis (UPT) Pusat Kesehatan

~ Masyarakat tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang

berlaku . dan . perkembangan pelayanan kesehatan,
sehmgga perlu d1gant1

. _bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana du'naksud
dalam ‘huruf: ::_1_ dan huruf b, per_lu menetapkan Peraturan. -

Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana - Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dmas Kesehatan Kota

B Smgkawang, o _
. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2001 tehtang_

Pembentukan - Kota Smgkawang (Lembaran Negara

_-_Republlk Indonesxa 'I‘ahun 2001 Nomor 92, Tambahan
o Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4119);

. Undang-Unda.ng Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan_
S (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembara.n Negara Repubhk IndoneSIa _

Nomor 5063],

. 'Undang—Undang Nomor 12 " 'I‘ahuri " 2011 ‘tentang'_r

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Tahun . 2011 Nomor 82,

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor" B

5234); .

Undang—Undang Nomor 5 Ta.hun 2014 tentang Aparatur
~ Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
' 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
| Indonesm Nomor 5494),



o 5 Undang Undang Nomor- 23 Tahun 2014 - tentang -
. ~‘Pemerintahan  Daerah - (Lemba.ran Negara Repubhk
"_'Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan- ‘Lembaran -

o Negara Republik Indones1a ‘Nomor 5587) Sebagalmana._' .
e telah -diubah dengan Undang—Undang Nomor 2 Tahun -

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Penggantl-"
" 'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan |
~ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
| '_Pemermtaha.n Daerah MenJad1 Undang-Undang (Lembaran
. . Negara - Republik "Indonesia Tahun 2015 Nomor . 24, -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor_ o
_'w95657) i R
6. _:Peratura.n Pemenntah Nomor 32 Tahun 1996 tentang:a' o
' ’I‘enaga Kesehatan [Lcmbara.n Negara Republik Indonesia _
- Tahun 1996 Nomor .49, Tambahan Lembara.n Negara_'_:‘_-'
Repubhk Indonesia Nomor 3637), ' s

o7 Peraturan Pemenntah Nomor 46 Tahun 2014 tentang"

'Slstem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara - Republik - |

_5Indon651a Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran
" _'_Negara Republik Indonesia Nomor 5542); | o

f 8 Peraturan Pemennta.h Nomor 66 ‘Tahun 2014 tentang-Z__ - .
S -'_'__Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara ‘Republik =~
" Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lcmbara.n L

.:Negara Repubhk Indone31a Nomor 5570)

| 9."3'_-Peratura.n Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 .
. tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berlta Negara :
Repubhk Indonesia Nomor 1676), : ;

o 1(_);: Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008

" 5Ltentang Urusan Pemermtaha.n Daerah Kota Smgkawang__ ';-:

L (Lembaran Dacrah Kota Smgkawang ) ‘_Tahun=_____2008 Sy
B - Nomor 5); - | e Eoi
11. Peraturan Daerah Kota Smgkawang Nomor 6 Tahun 2008

" ‘tentang Pemben_tuka.n dan Susunan Organisasi Perangkat
~ Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang -
' (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6,
. Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang Nomor 14);
e _12.“Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 tahun 2009
B tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah" (Lembaran'.

‘Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambaha.n', ,
) Lemba_ran Daerah Kota Smgkawang Nomor 16),

MEMUTUSKAN

Menetapkan ' PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA

DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWAN G.
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| BAB I e
KETENTUAN UMUM
" Pasal 1

' Dalam Peraturan Wa.hkota ini yang dunaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kota Smgkawang

Pemenntah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah_ _
. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan’ Daerah Y

3. Wahkota adalah Wahkota Smgkawang

Sekretans Daerah : adajah Sekretans _baerah Kota

' Smgkawang

Dinas Kesehatan ada]ah Dinas Kesehatan Kota’ Smgkawang A

6. .Kepala Dinas adala_h Kepala Dmas Kesehatan - Kota-. -
_ Slngkawang :

. “Unit Pelaksana Tekms ‘Pusat Kesehatan Masyarakat yang
" selanjutnya’ disebut  Puskesmas “ merupakan unsur
- _pelaksana operaswnal Dlnas Kesehatan Kota S1ngkawang

_Puskesrnas adajah fas111tas pelayanan kesehatan yang"- T
menyelenggarakan upaya kesehatan. masyarakat dan upaya .
kesehatan -perorangan tingkat pertdma_,__._dengan lebih . -

mengutamakan upaya promotif dan - preventif . untuk

‘'mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setmggl-
o tmggmya di wﬂayah ker]anya '

Puskesmas rawat 1nap adalah Puskesrnas yang dleI’l '_";ji,-.: )

tambahan . “ sumber - daya“ untuk rnenyelenggarakan

pelayanan rawat inap, sesueu pertunbangan kebutuhan- _ -

. pelayanan kesehatan

10,

11,

12,

Puskesmas rawat Non inap adala_h Puskesmas yang tidak
menyelenggarakan pclayanan rawat inap, - kecuali
pertolongan persajlnan normaj ' ) '

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selan_]utnya disebut

UKM - adalah Setlap kegiatan untuk rnemehhara dan
'memngkatkan - kesehatan serta - mencegah. ~dan

menanggulangi timbuinya ‘masalah - kesehatan denga.n'
sasaran keluarga, ke]ompok dan masyarakat

Upaya Kesehatan Perorangan yang selan_]utnya d1smgkat _ |

UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian

. 'pelayanan kesehatan yang d1tu_]ukan untuk ‘peningkatan, R
' pencegahan, | penyembuhan penyakit, ~ pengurangan’

penderitaan: aklbat penyalut dan rnemuhhkan kesehatan

-~ - perorangan.. o o ,
" '13. Pelayanan’ Kesehatan adalah upaya yang dlbenkan oleh
_ Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan,

- pelaksanaan, ‘evaluasi, ‘pencatatan, pelaporan ~dan

dltuangkan dalam suatu sistem,



14

Slstem Informa81 Puskesmas adalah suatu tatanan yang_
menyediakan-  informasi untuk membantu proses

. pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen
- Puskesmas dalam mencapr:u sasaran keglatan.

s
. tugas, tanggung]awab wewenang dan hak Pegawai Negeri

Jabatan stmktural adalah kedudukan yang menunjukkan

Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu orgamsam

o Pemenntah

16

Jabatan Fungsmna] adalah kedudukan yang menunjukan

- tugas; - tanggungjawab, wewenang dan  hak - seseorang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

atau k_cti'ampilan tertentu serta bersifat mandiri. -
. BABI
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peratufan Walikofa ini, dibentuk 9 (sembilan]'fUnitr
Pelaksana - Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan < Kota
Smgkawang ' TR , ' R

Pasal 3

(1 Puskesmas scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 terdm da.rl

Ca.

L

o
.

Puskesmas Smgkawang ’I‘engah I;
Puskesmas Slngkawang Tengah II,

- Puskesmas Singkawang Barat;

Puskesmas Singkawang Selatan I

- Puskesmas Slngkawang Selatan II
Puskesmas Smgkawang Utara I;
Puskesmas Singkawang Utara II
Puskesmas Singkawang Timur I; dan
Puskesmas Singkawang Timur If;

:',(2) Puskesmas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mempunyal
wilayah kerja sebagai berikut : - -

- a.

Puskesmas Smgkawang ’I‘engah I dengan w11ayah ker]a
1. Kelurahan Condong;

2. Kelurahan Sekip Lama; .

3. Kelurahan Sei Wie; dan

4, Kelurahan Jawa.

b, Puskesmas Slngkawang Tengah I dengan wﬂayah ker]a

1. Kclurahan Roban; dan

. 2.Kelurahan Bulqt_Batu .



C. Puskesmas Smgkawang Barat dengan wﬂayah ker]a
- 1. Kelurahan Pasiran; : -
2. Kelurahan Melayu,
3. Kelurahan Tengah; dan
4. Kelurahan Kuala. -

d. Puskesmas Smgkawang Selatan 1 dengan w11ayah kerja
_Kelurahan Sedau '

e 'Puskesmas Smgkawang Selatan I dengan Wllayah kerj]a
1. Kelurahan Sijangkung; .
2. Kelurahan Pangmilang; dan’
-3 Kclurahan Sagatarn '

f. Puskesmas Singkawang’ Utara I dengan wilayah ker;]a
‘ 1. Kelurahan Setapuk Kecil; '
2. Kelurahan Setapuk Besar; dan
3. Kelurahan Semelagi Kecil.

g. Puskesmas Singkawang Utara II dengan w:layah kerja: :
‘1. Kelurahan Naram; |
2. Kelurahan Sungai Garam Hilir;
' 3. Kelurahan Sungai Bulan; dan
4. Kelurahan Sungai Rasau;-

'h. Puskesmas Smgkawang Timur I dengan wilayah kezja:_ _
1. Kelurahan Pajintan;
2. Kelurahan Sanggau Kulor; dan
3. Kelurahan Nyarumkop

i, Puskesmas Smgkawang Timur II dengan w:layah kerja
1. Kelurahan Bagak Sahwa, dan
.2, Kelurahan Mayascpa '
Pasal 4 -

~Dalam rangka pemenuhan pelayanan masyarakat, Puskesmas

.' sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditingkatkan -

pelayanannya menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan Keputusan

~ Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan pemmbangan'

kebutuhan pelayanan masyarakat i



BAB 1
KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu S :
‘ Keduduknn_

Pasal 5

(1] Puskesmas adalah unit pelaksana ‘teknis Dinas Kesehatan s

yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tlngkat | .
_pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama

(2). Puskesmas dipimpin oleh- seorang Kepala ‘Puskesmas. yang

- berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab - kepada
Kepala Dinas, melalui Kepala Bidang Pelayanan: Kesehatan
secara operasmna] dikoordinasikan oleh Camat. =

 Bagian Kedua-
‘Tugas Pokok
Pasal 6
Puskesmas mempunyai ‘tugas "melaksana'kan - kebijakan
~ kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya dalam rangka mendukung  terwujudnya
kecamatan sehat berdasarkan rencana stategis Dinas Kesehatan
Ba.gi.an Ketlga
Fungsi
Pasal 7 .
Dalam rnenyelenggarakan tugas sebagaxmana dlmaksud dalam .
Pasal 6, Puskesmas mempunyai fungsi N e
“a. pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wiléyah
o ,ker]anya _ : : '

b. 'penyusunan rencana dan program kegxatan upaya kesehatan
' -_masyarakat (UKM) tingkat pertama dan upaya kesehatan
- perorangan (UKP) t1ngkat pertama LA

C. 'penyelenggaraan UKM esensial mehputj pelayanan prom031

‘kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan -
~ keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan o

dan pengendahan penyalqt untuk mendukung pencapauan
‘standar pelayanan minimal, : .

- d. penyelengaraan UKM .pengembangan meliputi upaya
kesehatan ' sekolah, -upaya kesehatan olahraga, upaya

perawatan = kesehatan masyarakat upaya . kesehatan

masyarakat, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya

~ kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia . ,'
. lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional, upaya - .

laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat;



penyelenggaraan UKP tingkat pertama yaitu pelayanan rawat

- jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari {one day -

care), home care dan/atau rawat inap berdasarkan
pertlmbangan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar i

. prosedur operasmnal dan standar pelayanan.

pengoordinasian  kegiatan - pelayanan kesehatan pada
Puskesmas pembantu di wilayah kerjanya; '

. pembinaan kepada Puskesmas pembantu di wilayah kexjanjza}

R pengendahan, monitoring, evaluasi dan pe:laporan kcglatan_ _'

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dmas
Kesehatan sesuai dengan tugas dan ﬁmgsmya
Bagian Keempat
Kewéna:igan ,
Pasal 8

- Dalam -menyelengﬂgarakan fungsi VUKM' sébagajmana" dimaksud'
_ dalam Pasal 7 huruf ¢ dan huruf d Puskesmas mempunya1
kewenangan : -

a.

melaksanakan perencanaan berdasarkan ana1151s masalah
kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan

. yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebljakan kesehatan, 7
. melaksnakan  komunikasi, 1nformas_1,  edukasi dan -

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

.. menggerakkan masyérakat' untuk mengidentifikasi dan |

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat
perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor
lain terkait;

. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan-
‘dan upaya kesehatan berbasis masyarakat

- melaksanakan penmgkatan kompeten31 sumber daya manusia

Puskesmas; . o
memantau pelaksanaan pernbangunan agar berwawasan
kesehatan;

melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap

“akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan

memberikan  rekomendasi terkait masalah kesehatan o

masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem

kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi UKP sebagmmana dlmaksud '
dalam Pasal 7 huruf e, Puskesmas mempunyai kewenangan :

a,

‘menyelenggarakan pelayanan kesehatan -dasar secara

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;



b, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan

 upaya promotif dan preventif; SR -
-’ ¢. menyelenggarakan . pelayanan kesehatan yang beronenta31
o pada individu, keluarga kelompok dan masyarakat '
" d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan .
e keamanan dan keselamatan pa:nen petugas dan pengunjung; -
___---'e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prm31p
© koordinatif dan kerja sama inter dan antar profe31 ' e
- -melaksanakan rekam medls _ . :
g melaksanakan pencatatan pelaporan, dan evalum terhadap'
mutu dan akses pelayanan kesehatan; :
~h. melaksanakan pemngkatan kompeten31 tenaga kesehatan
" i. . mengkoordinasikan dan melaksanakan pemblnaan fasilitas
. pelayanan kesehatan tingkat pertama di vnlayah ker_]anya dan
" j. melaksanakan penapisan rujukan sesum dengan 1nd1k331_

: medls dan sistem rujukan o = :

- SUSUNAN ORGANISASI
' Pasal 10

= -(1) Susunan Orgamsam Puskesmas terdln dan
© ' a. Kepala Puskesmas;

b. Sub Bagian Tata Usaha; o

c. Kelompok Jabatan Fungs1onal dan =
~d. Puskesmas Pembantu. , R
 {2) Struktur  Organisasi Puskesmas Kota  Singkawang
: sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tldak terplsahkan dan Peraturan Wahkota ini,

_ Baglan Kesatu
: KEPALA PUSKESMAS

' . Pasal 11 S T
= Kepala Puskesmas sebagaJmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat
(Y huruf a adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas
" memimpin, membma mengoordlnasﬂcan - menyelenggarakan,

B ‘mengawasi dan mengendallkan kegiatan Puskesmas, berdasarkan

kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

Bagian Kedua |
SUB BAGIAN TATA USAHA
_. " Pasaliz . |
(1) Sub Bagian Tata’ Usaha sebagaimana dlmaksud dalam Pasal

10 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang mel_aksanakan
sebagian tugas Kepala Puskesmas di bidang Tata Usaha.



~ (2} Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung_ '
kepada Kepala Puskesmas. -

| Pasal 13
Sub Baglan Tata Usaha sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 10 -

~ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan _sebaglan ‘tugas -

Puskesmas di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan
‘pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

~surat . menyurat, kearsipan,  perlengkapan, = hubungan S

masyarakat, rumah tangga PUskesmas serta urusan umum.

Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
14, Sub Bagian Tata Usaha mempunyau fung31 - '

a. pengoord:nasmn rencana dan program kerja, pengendallan, __ "

- evaluasi dan pelaporan - (termasuk laporan ) kegiatan .

puskesrnas dalam Sistem Informasi Puskesmas)
b, pembinaan organisasi dan tatalaksana
c.\ penyelenggaraan administrasi kepegawalan
d. penyelenggaraan admlnlstra31 keuangan, '

e. penyelenggaraan urusan umum, mehputl urusan rumah
~ tangga Puskesmas, perlengkapan, surat menyurat dan.

kearsipan, pengadaan, humas dan "p'r(:)tokoler serta -~ ..

perjalanaan dinas; dan

f_-__pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh chala PUSkesmaS_ -

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

: Bagian Ketiga :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungswnal sebagannana dlmaksud dalam -

Pasal 10 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan :} R
sebagian tugas teknis tertentu di lingkingan puskesmas sesuez L

dengan bldang keahhan dan keterampﬂannya
. . )

- - Pasal 16 :

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagmmana dlrna.ksud dalam'____

‘Pasal 15 terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam
. jenjang jabatan fungsional berdasa.rkan bxda_ng keahlian dan

~ keterampilan tertentu.
(2) Kelompok _]abatan fungs1ona1 sebagaimana dlmaksud pada‘
ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan - fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
" Kepala Puskesmas. ' o ' ‘



(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Wahkota berdasarkan kebutuhan melahu
analisis jabatan.

“) PenunJukan Koordinator Pejabat F‘ungsmnal dltetapkan oleh
Kepala Puskesmas ' : :

.Bagian Keempat |
PUSKESMAS PEMBANTU

: Pasal 17

1) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 10
- huruf d merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang
memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu
lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

(2) Setiap Puskesmas pembantu ditunjuk Penanggun.awab dan
seorang perawat atau bidan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas kesehatan atas usul Kepala Puskesmas. _

(3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai fungsi menunjang dan membantu melaksanakan
kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya.

(4) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Puskesmas pembantu mempunyai peran :

"a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di

- wilayah kerja Puskesmas;

- b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan . terutama
. UKM;
¢. mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, 1mun1sas1,
KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan
‘masyarakat; '
d. mendukung pelayanan rujukan;dan

~_e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.

(5) Puskesmas pembantua didirikan dengan perbandingan 1 (satu)
Puskesmas pembantu untuk: melayani 2 (dua) sampau 3 (tiga)
kelurahan. k

(6) Jumlah Puskesmas pembantu dan jaringan pelayanan

- puskesmas lainnya seperti puskesmas keliling dan bidan di
wilayah kerja Puskesmas selanjutnya ditetapkan dengan

' Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan
pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB V.
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
‘Tata Kerja
Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sctiap Kepala Puskesmas dan
Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing
maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

10



" (2) Kepala Puskesmas wéjib melaks'anakan' tugas ﬁiemimpin,
_memberikan bimbingan dan arahan ker]a kepada bawahannya
| untuk memperlancar pelaksanaan tugas SR '

i _',_(3) Kepala Puskesmas wajib- melaksanakan fung81 pengawasan._
 internal dalam ‘satuan . kerja masing-masing dan mengambll

langkah-langkah . yang dlperlukan untuk penyelesalan o

masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian I_{edua
Pelaporan

Pasa.l 19

Y Kepala Puskesmas Wa_ub menyampalkan laporan keg1atan .
Puskesmas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat -

waktu kepada Kepala Dmas Kesehatan me1a1u1 Kepala Bldang o .'
Pelayanan Kesehatan '

(2 Kepala Puskesmas Wa_]lb menyampajkan laporan akuntabllltas_
kmezja 1nstan31 kepada Kepala Dinas Kesehatan tepat waktu
yang disusun berdasarkan ketentuan dan. pedornan yang
berlaku - : :

- {3) Setlap pe;abat fungsxonal wa_]xb mematuh1 kebuakan dan_ o
pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib - '
~ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik -secara
periodik’ maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada -

- Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
melalui koordmator pejabat fungsmnal : CL

: (4) Koordlnator Pejabat fungsional wajib memperhatxkan dan '
mengolah laporan yang diterima pejabat fungsional dan

- menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan .

pertlmbangan dalam- pedoman kerJa bagl seluruh Pejabat- L
‘ fungsmnal ~ o
BAB 'VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
| . Pasal 20
(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan
~ mutu pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi,
konsultasi, pendldlkan dan peIatlhan serta penelman dan
pengembangan L
- (2) Tugas utama Pemerintah Daerah” melalui . Dlhas Kesehatan.
. dalam melakukan pembinaan dan..pengawasan Puskesmas . .
a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya
, Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu
. pelayanan;
b. memastikan = kesinambungan ~ ketersediaan dana
operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta
peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat
secara bcrkala,
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c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga-'Puskc'smas;
d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di
wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan,

-e. melakukan bimbingan teknis secara tenntegra31 antar-

)

(2)

program-program kesehatan yang dllaksanakan o di
Puskesmas;

f. memberikan solusi atas masalah yang udak mampu

~ diselesaikan di Puskesmas;

g. mendukung pcngembangan upaya kesehatan d1 w11ayah

- kerja Puskesmas;

h. memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehata.n dan
profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evalua31-
pelaksanaan program Puskesmas, dan '

'i. menyampaikan laporan kegiatan, data dan - masalah

kesehatan prioritas di Puskesmas secara berkala kepada
Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika terjadi
perubahan katagori Puskesmas. S e

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan di Puskesmas bersumber dari : :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD], _

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan -
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat" (1] -

g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(1)

(2)

@

- | (5)

undangan.
BAB VIII
KEPEGAWAIAN
~ Pasal 22
Kepala Puskesmas dan Kepala Sub - Bagian Tata Usaha'
diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi _syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan

.dari Jabatan sesuai dengan Ketentuan PerUndang—Undangan

yang berlaku; N
Kepala Puskesmas diutamakan seorang yang berkualifikasi
Sarjana dan mem111k1 kompetensi mana_]cmen kesehatan

masyarakat. - 7 _
Koordinator pejabat fungsional = ditunjuk oleh Kepala

 Puskesmas dari pegawai negeri sipil yang telah. memenuhi

syarat dan tembusan sebagai laporan kepada Kepala Dinas
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional
ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan olch
satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai,

~ masa jabatan bagi pegawai negeri 51p11 dalam suatu Jabatan

struktural maksimal 5 (lima) tahun.
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(6) F‘ormasn pegawal negeri sipil Puskesmas disusun berdasarkan
analisis beban kerja’ dengan memperhatlkan sifat dan _]CI‘IIS_
‘pekerjaan, pnnsm pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang
tersedia. .

(7) Formasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (6] setlap tahun
dltetapkan oleh Walikota.

'(8) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan struktural dan Jabatan
- fungsional dltetapkan dengan Keputusan Wahkota yang
dlsusun berdasarkan analisis Jabatan

BAB IX
ESELONERING
- Pasal 23

(1) Kepala Puskesmas adalah rnerupakan Jabatan struktural
: “eselon IV.a.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan Jabatan '
' struktural eselon IV.b. ' :

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
_ e Pasal 24 . o
(1) Kepala Puskesmas wajib memberikan dukungan dan
- kerjasama yang baik dalam kegiatan perriantauan dan
evaluasi serta memfasilitasi penataan"organisasi perangkat
daerah yang  dilaksanakan oleh satuan- kerja yang
bertanggun.awab dibidang organisasi. |

(2) Evaluasi kinerja Puskesmas dilakukan setiap setahun sekah' _
~di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis’

_ operasional  dilaksanakan  oleh  unit kerja  yang

: bertanggung]awab dibagian evaluasi dan pelaporan kmer_]a_
satuan ker]a perangkat daerah. ' : :

(3) Dalam rangka evaluasi beban kelja orgamsam, setiap

- koordinator kelompok operasional wajib - menyampaikan
' '_laporan hasit kegiatan masing—m.asir_lg' berdasarkan pedoman
~'dan ketentuan yang berlaku. o

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Puskesmas, unlt'

' kerja yang - bertanggungjawab di bidang organisasi, .
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
- pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara’
penodlk _ ] :

(S) Nomenklatur Puskesmas dan wilayah ker_]a yang saat 1n1"
“berlaku harus menyesualkan dengan peraturan wahkota 1m
pa.hng lama 3 (tlga) tahun ' :
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KETENTUAN PEN'UTUP

Pasal 25

Pada saat’ Peraturan Wahkota ini mulzn berlaku Peraturan' )

. Walikota: -Singkawarig Nomor 11 Tahun = 2008

‘Pembentukan, Susunan Organisam dan Tata Kerja :Uriit _
-._Pelaksana Teknis (UP‘T) Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita .~ _
- Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 11}, dlcabut dan

- dmyatakan tldak berlaku -
| Pasal 26

_"'Peraturan Wahkota ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan o

. Agar - setJap _ orang mengetahumya, o memermtahkan_ o
“pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya SR

~ dalam Bcnta Daerah Kota Smgkawang

Ditetapkan di Singkawang
pada tariggal 27 Maret 2015

WALIKOTA SINGKAWANG

o td
“AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 1 April 2015

'SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Cowd
- SYECH BANDAR |
* BERITA DAERAH KOTA SING_KAWA_NG TAHUN 2015 NOMOR 9

engan ashnya e R
erundang—undangan, o

M&m%;gg 9803 1004

M»m,.-w‘_,/
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LAMPIRAN o

'PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2015

. TENTANG o

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA -
. DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG '

- - STRUKTUR ORGANISASI |
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGA_N PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA UPT
SUB BAGIAN
- - TATA USAHA
KELOMPOK '
JABATAN
FUNGSIONAL
PUSKESMAS
PEMBANTU

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd |
. AWANG ISHAK

Salinan.sesuai den'gan aslinya

. Kepala Bag;ﬁ'{gﬁqur

7S
Ry
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